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Lampiran :-
Hal : Himbauan
Kepada Yth :
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya
di
Tempat

Dengan Hormat,

Dasar Hukum,

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran
dan Sengketa Proses;

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan
Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap
Gugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan
Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

5.  Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan
Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil
Walikota.

Sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 384 Tahun 2022 Tentang
Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022
Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilhan Umum Provinsi,
Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi,
Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi
administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan :

1. Verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan keanggotaan hasil perbaikan;

2. Tindak lanjut hasil verifikasi administrasi oleh Partai Politik terhadap dugaan keanggotaan
ganda dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat keanggotaan;

3. KPU Kabupaten/Kota menerima hasil tindak lanjut terhadap dugaan keanggotaan ganda
dan keanggotaan yang berpotensi tidak memenuhi syarat dari Partai Politik;

4. KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan dugaan
keanggotaan ganda dan keanggotaan berpotensi belum memenuhi syarat dari Partai

Politik,

5. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi secara langsung terhadap anggota Partai

Politik yang belum dapat ditentukan statusnya.




